
 
Jl. Jend. Sudirman No. 16 Telepon (0265) 771511 Fax (0265) 772776 

Ciamis 46211 Jawa Barat 

 

   
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR 39 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR  1 
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016 

 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

Mengingat : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran 
Nomor 1 Tahun 2016 dan sebagaimana telah diubah dua 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran 
Nomor 23 Tahun 2016; 

  b. bahwa berdasarkan Romawi V angka 14 huruf a, b dan c 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 

2016 sebagaima telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 bahwa bagi 

daerah yang melaksanakan Program dan kegiatan yang 
dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana 
Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi 

Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana 
Darurat, dan Dana Transfer lainnya yang sudah jelas 

peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam 
keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang 
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan 

dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara 
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan 
kepada Pimpinan DPRD, Menyusun RKA-SKPD dan 

mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan, dan ditampung dalam Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA, 
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apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan perubahan 
APBD atau tidak melakukan perubahan APBD; 

  
c. bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 telah terjadi 

bencana alam tanah longsor dan banjir serta bencana 
alam puting beliung yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati; 

d. bahwa untuk kelancaran penanganan masa tanggap 
darurat bagi masyarakat dan sarana prasarana 

inprastruktur pada tanggal 13 Oktober 2016 akibat 
bencana dimaksud pada huruf c, perlu pembiayaan yang 
bersumber dari rekening Belanja Tidak Terduga yang 

dirinci kedalam DPA kegiatan; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016. 

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

  
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara; 

  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

  8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana; 

  
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat; 

  
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan; 

  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal; 

  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

  
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

  
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Stándar Akuntansi Pemerintahan; 

  
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

  
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya; 

  
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

  
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016; 

  
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016; 

  
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23.A Tahun 2013 

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja 
Sosial; 

  
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja 

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak 
Terduga; 

29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pangandaran  Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Pangandaran;  

30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2016. 
 

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 360/Kpts. 352 –

Huk.Org/2016 tentang Pernyataan Status Bencana Alam 
Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pangandaran; 
 

2. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 360/Kpts. 353 –
Huk.Org/2016 tentang Penetapan Masa Tanggap dan 

Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah 
Longsor di Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 

360/Kpts. 357 –Huk.Org/2016 tentang Masa Tanggap 
dan Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah 

Longsor di Kabupaten Pangandaran; 
 
3. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 360/Kpts. 358 –

Huk.Org/2016 tentang Pernyataan Status Darurat 
Bencana Alam Puting Beliung di Kabupaten 
Pangandaran; 

 
4. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 360/Kpts. 359 –

Huk.Org/2016 tentang Penetapan Masa Tanggap dan 
Keadaan Darurat Bencana Alam Puting Beliung di 
Kabupaten Pangandaran; 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 1 TAHUN 
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN ANGGARAN 2016. 
 

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                            
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016                          

semula   berjumlah      Rp. 1.120.005.390.935,00 bertambah 
sejumlah Rp. 101.630.680.000,00 sehingga menjadi                          

Rp. 1.221.636.070.935,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan :   
 a. Semula Rp. 990.617.174.143,00 

 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 101.630.680.000,00 

 Jumlah Pendapatan setelah 
Perubahan 

Rp. 1.092.247.854.143,00 

2. Belanja :   
 a. Semula Rp. 1.120.005.390.935,00 
 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 101.630.680.000,00 

 Jumlah Belanja setelah 
Perubahan 

Rp. 1.221.636.070.935,00 

 Surflus/(Defisit) setelah 
Perubahan 

Rp. (129.388.216.792,00) 

3. Pembiayaan :   
 a. Penerimaan   
 1) Semula Rp. 134.388.216.792,00 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

 Jumlah Penerimaan setelah 

Perubahan 

Rp. 134.388.216.792,00 

 b. Pengeluaran   
 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 

 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

 Jumlah Pengeluaran setelah 

Perubahan 

Rp. 5.000.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Bersih 

setelah Perubahan 

Rp. 129.388.216.792,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah Perubahan 

Rp. 0,00 

 
Pasal 2 

Ringkasan Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati  ini. 

 
Pasal 3 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati 

ini. 
 



 6 

Pasal 4 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati  

ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 
23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2016 tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 
 

 Ditetapkan di Parigi 

 pada tanggal 12 Oktober 2016                   

BUPATI PANGANDARAN 

 

 

                Ttd/Cap 

 

 H. JEJE WIRADINATA 

 

 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 12 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN      

 

 

           Ttd/Cap 

 

M A H M U D 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  

TAHUN 2016 NOMOR 39 

Paraf Koordinasi 

Wakil BUpati  

Sekda  

Asisten  

Kabag  

Paraf Koordinasi 

Asisten  

Kabag  

Kasubag  
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